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ABSTRAK 

Nama    :  Clarashinta Megavianti 

NPM    :  2013310053 

Judul  :  “Analisis Aktor Pelaksana dalam 

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Studi Kasus PT. Jasa Marga 

(Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi)” 

 

 

       Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran humas 

dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 

Purbaleunyi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi 

kebijakan menurut George C. Edward. 

       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi berpartisipasi yang 

dilakukan di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi. 

       Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 

Purbaleunyi telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan 

beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yaitu faktor 

komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. 

Dimana masyarakat luas terutama masyarakat yang dengan rutin menggunakan 

jalan tol purbaleunyi merasakan manfaat dari pengimplementasian Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Keberhasilan 

pengimplementasian ini tidak terlepas dari peran humas yang telah menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya dengan baik. 

 

Kata Kunci : Kebijakan, peran humas, keterbukaan informasi publik. 

 

 

 

 



 

ABSTRACK 

Name    :  Clarashinta Megavianti 

NPM    :  2013310053 

Title :  “Actor Analysis In The Implementation on 

Law Number 14 Year 2008 of Public 

Information Disclosure ( Case Study of PT. 

Jasa Marga (Persero) Tbk. Purbaleunyi 

Branch)” 

 

       The purpose of this research is to find out how the role of public relation on 

implementing Law Number 14 Year 2008 about Public Information Disclosure in 

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Purbaleunyi. This research is using policy 

implementation theory from George C. Edward. 

       The method of this research is using qualitative research method and using 

data collection techniques through in-depth interviews, literature studies, and 

participant observations which were done in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Purbaleunyi. 

       The result of this research shows that the implementation of Law Number 14 

of 2008 about Public Information Disclosure in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Purbaleunyi has been done well. It is supported by several factors that affect the 

successful of policy implementation are communication factor, resource factor, 

disposition factor, and bureaucratic structure factor. Where the public especially 

people who routinely use purbaleunyi toll road  feels the benefit of implementing 

Law Number 14 of 2008 about Public Information Disclosure. The successful of 

this implementation is depend on how the role of public relation who have 

performed their functions and duties well. 

 

Keywords : Policy, the role of public relation, public information disclosur
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

       Penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan transparan dapat 

diwujudkan salah satunya dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik. 

Badan publik yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik adalah 

kementerian, pemerintah provinsi, lembaga negara, lembaga non struktural, 

BUMN, perguruan tinggi negeri, dan partai politik nasional.
1
  

       Kemudian dalam mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik 

pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No.14 

Tahun 2008. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan jaminan terhadap 

semua orang dalam memperoleh Informasi Publik. Undang-Undang No. 14 tahun 

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan pada tanggal 30 April 

2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.
2
  

       Berdasarkan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan informasi  

publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, 

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara 

dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan 

                                                             
1 ‘Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia’ www.komisiinfo.go.id (13 September 2016). 
2 D. Welkinson, ‘Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya 
Implementasi UU No. 14 Tahun 2008.’ http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129255-T%2026794-
Analisis%20implementasi-Literatur.pdfdiakses (14 September 2016). 

http://www.komisiinfo.go.id/
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129255-T%2026794-Analisis%20implementasi-Literatur.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129255-T%2026794-Analisis%20implementasi-Literatur.pdf
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publik lainnya. Informasi publik yang harus disediakan oleh badan publik 

berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu; informasi yang berkaitan dengan 

badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, 

informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau, informasi lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.
3
 

       Salah satu badan publik yang wajib menyelenggarakan keterbukaan informasi 

publik adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN adalah badan usaha 

yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan 

pengertian tersebut berdasarkan UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2003. 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan akses jalan tol 

atau jalan bebas hambatan, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi 

memiliki kewajiban untuk menerapkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008, PT. 

Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi wajib memberikan informasi 

secara terbuka dalam setiap kinerjanya. 

       Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara 

dalam Undang-Undang ini adalah :
4
 

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan 

usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum 

dalam Anggaran Dasar; 

                                                             
3
 ‘Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 Ayat 2.’ 

4 ‘Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14’ 
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2. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan 

komisaris perseroan; 

3. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; 

4. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan 

lembaga pemeringkat lainnya; 

5. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/ dewan pengawas 

dan direksi; 

6. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/ dewan pengawas; 

7. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai 

Informasi Publik; 

8. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan 

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

kemandirian, dan kewajaran; 

9. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; 

10. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; 

11. Perubahan tahun fiskal perusahaan; 

12. Kegiatan penugasan pemerintah dan/ atau kewajiban pelayanan umum 

atau subsidi; 

13. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/ atau 

14. Informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan 

Badan Usaha Milik Negara. 
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       Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan top down dimana 

pendekatan top down ini merupakan pendekatan yang segala keputusan penting 

dan jenis kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat 

bersifat pasif hanya menerima segala sesuatunya dari pusat. Peran aktif 

masyarakat di daerah tidak terasa dan pemangku kepentingan di anggap sudah 

tahu tentang segala masalah dan solusi yang terdapat pada daerah yang 

bersangkutan.  

       Dengan menggunakan pendekatan top down tersebut peneliti melihat 

kepatuhan dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam 

melaksanakan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

Peneliti juga berfokus pada peran aktor pelaksana dimana dalam hal ini aktor 

pelaksananya adalah unit di bidang humas atau hubungan masyarakat.  

       Kemudian pemilihan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi 

sebagai studi kasus dalam penelitian ini dikarenakan pada tahun 2015 PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi telah menerima penghargaan sebagai 

self-assessment GCG dengan skor 96,77 atau “Sangat Baik”.
5
 Kemudian dalam 

pencapaian prestasi tersebut PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi 

salah satunya dengan melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008.  

       Untuk itu peneliti memilih PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 

Purbaleunyi sebagai studi kasus di badan publik khususnya pada BUMN karena 

pada dasarnya PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi telah turut serta 

                                                             
5
 ‘Mewujudkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional.’ Laporan 

Tahunan 2015, 2015, 201. 
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melaksanakan keterbukaan informasi publik. Ada pula yang dimaksud dengan 

GCG yaitu Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan BUMN agar mencapai keseimbangan antara kekuatan 

serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada 

para shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya.
6
 

       Keberhasilan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam 

mencapai prestasi tersebut tentunya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

terutama pengguna jalan tol yang dengan rutin menggunakan atau melewati jalan 

tol. Dimana peneliti telah melalukan wawancara terhadap beberapa pengguna 

jalan tol dan sebagian besar dari pengguna jalan tol tersebut telah merasakan dan 

mendapatkan manfaat dari keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi. 

       Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu pengguna jalan tol 

yaitu Bapak Ridwan : “Saya biasanya melihat informasi dari videotron dan 

biasanya informasinya tepat sesuai dengan yang ada di jalan tol, jadi menurut saya 

informasi yang disediakan cukup lengkap dan jelas, dan juga membantu saya di 

sepanjang perjalanan.” Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dapat dikatakan bahwa PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi telah 

melaksanakan keterbukaan informasi terlihat dari hasil yang dirasakan oleh 

pengguna jalan tol purbaleunyi. 

                                                             
6
 ‘Belajar Tentang Investasi: Keuangan dan Perbankan.’ http://bahasapedia.com/pengertian-

manfaat-prinsip-mekanisme-good-corporate-governance/ (7 Oktober 2016). 

http://bahasapedia.com/pengertian-manfaat-prinsip-mekanisme-good-corporate-governance/
http://bahasapedia.com/pengertian-manfaat-prinsip-mekanisme-good-corporate-governance/
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       Penyampaian informasi publik secara terbuka yang dilakukan oleh PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi tertunya tidak terlepas dari aktivitas 

komunikasi. Dimana aktivitas komunikasi ini dapat dilhat dari bagaimana 

informasi tersebut disampaikan dengan cara tertentu hingga dapat diterima oleh 

pengguna atau pemohon informasi publik. Tentunya cara tersebut dapat 

mempermudah informasi untuk disampaikan atau diterima oleh pengguna atau 

pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat. 

       Kemudian untuk menunjang hal tersebut dijelaskan pula pada pasal 21 

Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

No.14 Tahun 2008, yang mengatakan bahwa unit di bidang informasi, 

komunikasi, dan/atau kehumasan akan diberi tanggung jawab untuk 

melaksanakan keterbukaan informasi dalam suatu badan publik.
7
 

       Untuk itu salah satu bidang dalam badan publik yang wajib melaksanakan 

keterbukaan informasi publik yaitu unit di bidang humas. Hal ini sejalan dengan 

tugas humas yaitu humas tidak hanya mengurusi pendokumentasian segala 

informasi yang berhubungan dengan badan publik tersebut tetapi humas juga 

berperan penting dalam mencapai tujuan badan publik yang bersangkutan.  

       Masyarakat Indonesia sebagai pengguna atau pemohon informasi publik 

memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

tertuang pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 4 yaitu :
8
 

                                                             
7 ‘Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 Pasal 21.’ 
8 ‘‘Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4.’ 
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1. Setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan 

ketentuan undang-undang ini; 

2. Setiap orang berhak : 

a. Melihat dan mengetahui informasi publik; 

b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk 

memperoleh informasi publik; 

c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai 

dengan undang-undang ini; dan/atau 

d. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

3. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan 

informasi publik disertai alasan permintaan tersebut; 

4. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke 

pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat 

hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 

Dengan melihat hak-hak tersebut maka PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 

Purbaleunyi seharusnya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dari 

pengguna atau pemohon informasi publik dengan berlandaskan pada undang-

undang tersebut. 

       Dalam melakukan aktivitasnya badan publik tidak bisa dilepaskan dari 

dukungan hubungan masyarakat atau humas, saat ini humas tidak hanya 

mengurusi dokumentasi namun humas juga bagian penting dalam suatu badan 

publik untuk mencapai tujuan. Dalam badan publik humas diperlukan untuk 
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menjalin komunikasi dengan para stakeholder untuk mengkomunikasikan visi, 

misi, tujuan, dan program badan publik tersebut.  

       Unit di bidang hubungan masyarakat atau humas adalah salah satu unit 

bidang di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi yang bertanggung 

jawab menyediakan informasi kinerja badan publik. Adanya keterbukaan 

informasi yang dilakukan membuat masyarakat mengetahui kinerja dari PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi. Keterbukaan informasi publik dapat 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan proses pengawasan 

terhadap kinerja badan publik. Peranan humas dalam keterbukaan informasi 

publik sangat dibutuhkan karena humas memiliki tugas penyebaran informasi 

tentang kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan badan publik kepada 

masyarakat. 

       Untuk mengetahui peran humas dalam implementasi keterbukaan informasi 

publik maka penelitian ini berfokus pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 

pasal 7 yang menjelaskan tentang kewajiban badan publik dalam melaksanakan 

keterbukaan informasi, kewajiban yang dimaksud pada pasal tersebut adalah 

badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi 

publik, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan 

tidak menyesatkan, kemudian badan publik wajib membuat pertimbangan secara 

tertulis setiap kebijakan yang diambil. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban 

tersebut badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi 

dan dokumentasi untuk mengelola informasi dengan baik dan efisien agar dapat 
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diakses dengan mudah. Dalam mendukung pelaksanaan tersebut badan publik 

dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
9
 

       Dengan adanya undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik 

pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah menyelenggarakan 

penganugerahan keterbukaan informasi badan publik yang salah satu 

penghargaannya diberikan kepada 10 BUMN terbaik dalam menjalankan 

keterbukaan informasi publik yaitu; PT. Adhi Karya, PT. Bank Tabungan Negara, 

PT. Bio Farma, PT. INTI, PT. Jasa Raharja, PT. Kereta Api Indonesia, PT. 

Pelindo 3, PT. Perhutani, PT. Perusahaan Listrik Negara, dan PT. Tabungan dan 

Asuransi Pensiun.
10

 Namun sayangnya PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. tidak 

termasuk ke dalam 10 BUMN terbaik yang melaksanakan keterbukaan informasi 

di badan publik.  

       Dengan adanya penghargaan yang diberikan kepada badan publik yang 

melaksanakan keterbukaan informasi publik maka akan lebih memotivasi badan 

publik-badan publik yang ada untuk terus melaksanakan keterbukaan informasi 

publik dan meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pemenuhan 

kebutuhan akan informasi publik.  

       Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peran 

humas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi berkaitan dengan Undang-Undang 

No.14 Tahun 2008 dengan judul “ANALISIS AKTOR PELAKSANA DALAM 

                                                             
9
 ‘Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7.’ 

10 ‘Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia’ www.komisiinfo.go.id (13 September 2016). 

http://www.komisiinfo.go.id/
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IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS 

PT.JASA MARGA (PERSERO) TBK. CABANG PURBALEUNYI)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Untuk itu agar dapat mengetahui peran humas dalam menjalankan 

keterbukaan informasi publik maka di rumuskan dalam sebuah pertanyaan 

penelitian yaitu, “Bagaimana peran humas dalam implementasi Undang-

Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi?” 

1.3 Identifikasi Masalah 

       Diperlukan sebuah teori yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian 

yaitu menggunakan teori implementasi George C. Edward dimana keberhasilan 

implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu peneliti merumuskan masalah ke 

dalam beberapa pertanyaan, yaitu :  

1. Bagaimana peran humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 

Purbaleunyi melakukan strategi komunikasi dalam implementasi 

keterbukaan informasi publik? 

2. Bagaimana faktor sumberdaya mempengaruhi peran humas di PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi 

keterbukaan informasi publik? 
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3. Bagaimana faktor struktur birokrasi mempengaruhi peran humas di PT. 

Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi 

keterbukaan informasi publik? 

4. Bagaimana faktor disposisi dalam mendukung peran humas di PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi 

keterbukaan informasi publik? 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian Implementasi 

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi di PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peran humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 

Purbaleunyi melakukan strategi komunikasi dalam implementasi 

keterbukaan informasi publik; 

2. Untuk mengetahui faktor sumberdaya mempengaruhi peran humas di PT. 

Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi 

keterbukaan informasi publik; 

3. Untuk mengetahui faktor struktur birokrasi mempengaruhi peran humas di 

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi 

keterbukaan informasi publik; 

4. Untuk mengetahui faktor disposisi dalam mendukung peran humas di PT. 

Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi 

keterbukaan informasi publik. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap 

pengembangan teori dan praktek di bidang ilmu administrasi publik 

khususnya tentang implementasi kebijakan publik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi terkait dengan pelaksanaan 

keterbukaan informasi. Kemudian dapat mengetahui jalannya 

implementasi keterbukaan informasi publik dan dapat melihat berhasil 

atau tidaknya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PT. Jasa Marga 

(Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi. 
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